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ABSTRACT

The principle of lus Curia Novit asserts that the court knows the law, meaning judges are
presumed to understand and apply the law independently of the arguments presented by
the parties. This principle is crucial in civil litigation as it underscores the judge’s role in
ensuring justice by accurately interpreting and applying the law. In Indonesia, the application
of lus Curia Novit in civil courts varies significantly, influenced by factors such as the judges’
education, experience, and workload. Challenges include inconsistent understanding among
Judges, high caseloads, and limited access to legal resources. This paper explores the
reinforcement of the lus Curia Novit principle within the context of civil litigation in Indonesia
through comprehensive analysis of judicial practices and case studlies. The study highlights
the current state of this principle in Indonesian courts and provides recommendations for its
enhancement. Key suggestions include improved legal education and training for judges,
better access to legal resources, and stricter supervision to ensure consistent application of
the principle. Strengthening lus Curia Novit is essential for improving the quality of civil
Justice in Indonesia.
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ABSTRAK
Prinsip lus Curia Novit menegaskan bahwa pengadilan mengetahui hukum, yang berarti
hakim dianggap memahami dan menerapkan hukum secara independen dari argumen yang
diajukan oleh para pihak. Prinsip ini sangat penting dalam litigasi perdata karena
menggarisbawahi peran hakim dalam memastikan keadilan dengan menafsirkan dan
menerapkan hukum secara akurat. Di Indonesia, penerapan lus Curia Novit di pengadilan
perdata sangat bervariasi, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan,
pengalaman, dan beban kerja hakim. Tantangan yang dihadapi termasuk pemahaman yang
tidak konsisten di antara para hakim, beban perkara yang tinggi, dan akses yang terbatas
terhadap sumber daya hukum. Makalah ini mengeksplorasi penguatan prinsip lus Curia
Novit dalam konteks litigasi perdata di Indonesia melalui analisis komprehensif terhadap
praktik peradilan dan studi kasus. Studi ini menyoroti kondisi terkini dari prinsip ini di
pengadilan-pengadilan  di  Indonesia dan  memberikan  rekomendasi  untuk
meningkatkannya. Saran-saran utama termasuk peningkatan pendidikan dan pelatihan
hukum bagi para hakim, akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber hukum, dan


mailto:riomaulanax@gmail.com

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 4 No 11 Tahun 2024

ISSN 3031-0369 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan penerapan asas ini secara konsisten.
Penguatan /us Curia Novit sangat penting untuk meningkatkan kualitas peradilan perdata di
Indonesia.

Kata kunci : /us Curia Novit, Litigasi Perdata, Indonesia, Praktik Peradilan, Prinsip-Prinsip
Hukum.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Asas lus Curia Novit adalah prinsip fundamental dalam hukum yang menyatakan bahwa
pengadilan dianggap mengetahui hukum dan harus menerapkannya secara independen dari
argumen yang disampaikan oleh para pihak. Di Indonesia, penerapan asas ini dalam
peradilan perdata menunjukkan variasi yang signifikan. Latar belakang penerapan asas lus
Curia Novit ini mencerminkan tantangan dan peluang dalam sistem peradilan Indonesia.
Sebagian hakim menunjukkan pemahaman mendalam tentang asas ini dan secara proaktif
mencari serta menerapkan hukum yang relevan, bahkan ketika tidak disebutkan oleh para
pihak yang bersengketa. Mereka menunjukkan tingkat profesionalisme dan komitmen tinggi
dalam memastikan bahwa keadilan substansial tercapai melalui pengetahuan hukum yang
memadai dan independensi dalam pengambilan keputusan. Namun, terdapat juga hakim-
hakim yang cenderung lebih pasif dan bergantung pada argumen serta bukti yang diajukan
oleh para pihak. Faktor-faktor seperti perbedaan dalam pendidikan hukum, tingkat
pengalaman, interpretasi masing-masing hakim terhadap asas ini, dan beban kerja yang
tinggi berperan dalam menciptakan variasi ini. Pendidikan hukum yang beragam di
Indonesia menciptakan disparitas dalam kualitas dan kedalaman pemahaman mengenai
prinsip-prinsip hukum. Pengalaman yang beragam juga mempengaruhi keyakinan hakim
dalam menerapkan hukum secara independen. Beban kerja yang tinggi sering kali
membatasi waktu hakim untuk melakukan penelitian hukum yang mendalam. Selain itu,
terbatasnya akses terhadap sumber daya hukum yang berkualitas di banyak daerah juga
menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk
meningkatkan pendidikan hukum, mengurangi beban kerja, dan menyediakan sumber daya
hukum yang memadai guna memperkuat penerapan asas lus Curia Novit di Indonesia.’
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang
berfokus pada studi literatur sebagai metode utama untuk mengumpulkan data. Studi
literatur merupakan teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian hukum
karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai perspektif
teoretis dan praktis yang telah dikemukakan dalam literatur sebelumnya.

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur
yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen hukum yang
berkaitan dengan asas lus Curia Novit. Penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen-
dokumen perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan-peraturan yang
berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penerapan asas ini dalam peradilan perdata.
Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap literatur yang telah dikumpulkan untuk
mengidentifikasi bagaimana asas lus Curia Novit dipahami dan diterapkan dalam praktik
peradilan perdata di Indonesia. Proses ini melibatkan membaca, mencatat, dan
mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari literatur,

L Agustina, L., & Rahayu, S. (2023). Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Penerapan Asas lus Curia Novit.
Jurnal Hukum dan Keadilan, 17(2), 95-110.
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seperti pemahaman hakim terhadap asas tersebut, tantangan dalam penerapannya, dan
upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat penerapan asas ini.

Penelitian ini juga membandingkan berbagai studi kasus dari literatur untuk memperoleh
wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan asas lus Curia Novit di berbagai
pengadilan di Indonesia. Studi kasus ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik
penelitian dan kemampuannya untuk memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana asas
ini diterapkan dalam situasi nyata.

Melalui ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai penerapan asas lus Curia Novit dalam peradilan perdata di Indonesia dan
mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Hasil dari studi literatur ini
diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih
efektif dalam memperkuat penerapan asas lus Curia Novit di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia

Asas lus Curia Novit adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan dianggap
mengetahui hukum dan harus menerapkannya secara independen dari argumen yang
disampaikan oleh para pihak. Dalam konteks peradilan perdata di Indonesia, penerapan asas
ini menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa hakim menunjukkan pemahaman yang
mendalam tentang asas ini dan secara proaktif mencari serta menerapkan hukum yang
relevan, bahkan ketika tidak disebutkan oleh para pihak yang bersengketa. Hakim-hakim ini
menunjukkan tingkat profesionalisme dan komitmen tinggi dalam memastikan bahwa
keadilan substansial tercapai melalui pengetahuan hukum yang memadai dan independensi
dalam pengambilan keputusan.?

Namun, terdapat juga hakim-hakim yang cenderung lebih pasif dan bergantung pada
argumen serta bukti yang diajukan oleh para pihak. Mereka mungkin tidak melakukan
penelitian hukum yang memadai atau tidak menggunakan inisiatif pribadi untuk
mengidentifikasi hukum yang berlaku. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh beberapa
faktor, termasuk perbedaan dalam pendidikan hukum yang diterima oleh hakim-hakim
tersebut. Pendidikan hukum yang beragam di Indonesia menciptakan disparitas dalam
kualitas dan kedalaman pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum, termasuk asas lus
Curia Novit.3

Pengalaman juga memainkan peran penting dalam penerapan asas ini. Hakim yang lebih
berpengalaman biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek
hukum dan cenderung lebih yakin dalam menerapkan hukum secara independen.
Sebaliknya, hakim yang kurang berpengalaman mungkin merasa tidak cukup percaya diri
untuk menerapkan hukum tanpa arahan yang jelas dari para pihak, sehingga mereka lebih
cenderung untuk bergantung pada argumen yang diajukan dalam persidangan.

2 Puspita, A., & Suryadi, T. (2021). Analisis Penerapan Asas lus Curia Novit dalam Putusan Pengadilan Negeri. Jurnal
Hukum dan Peradilan, 10(1), 15-30.
% Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008).
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Interpretasi masing-masing hakim terhadap asas lus Curia Novit juga berbeda-beda, yang
dapat mempengaruhi cara mereka menerapkannya. Beberapa hakim mungkin
menginterpretasikan asas ini secara ketat dan merasa bahwa mereka harus mengetahui
semua hukum yang relevan dan menerapkannya dalam setiap kasus. Hakim-hakim ini
biasanya sangat teliti dalam penelitian hukum dan berusaha untuk memastikan bahwa
semua aspek hukum yang relevan telah dipertimbangkan dalam putusan mereka. Di sisi lain,
ada hakim yang mungkin menginterpretasikan asas ini secara lebih longgar, merasa bahwa
tanggung jawab utama mereka adalah mengadili berdasarkan argumen yang paling kuat
yang diajukan oleh para pihak, dan bukan untuk mencari hukum yang belum diajukan.
Variasi dalam penerapan asas lus Curia Novit juga dipengaruhi oleh beban kerja yang tinggi
di banyak pengadilan di Indonesia. Hakim yang dibebani dengan banyak kasus mungkin
tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan penelitian hukum yang mendalam untuk setiap
kasus. Kondisi ini dapat menyebabkan penerapan asas lus Curia Novit menjadi kurang
optimal, karena hakim-hakim ini mungkin tidak mampu untuk sepenuhnya memahami atau
menerapkan semua hukum yang relevan.

Terbatasnya akses terhadap sumber daya hukum yang berkualitas juga menjadi kendala. Di
banyak daerah, hakim tidak memiliki akses yang memadai ke perpustakaan hukum yang
lengkap atau basis data hukum yang up-to-date. Akibatnya, kemampuan mereka untuk
menerapkan hukum secara independen menjadi terbatas. Dukungan teknologi dan
infrastruktur yang memadai sangat penting untuk membantu hakim dalam menerapkan asas
ini secara lebih efektif.#

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat penerapan asas lus Curia Novit
dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis.
Pertama, perlu ada peningkatan dalam pendidikan dan pelatihan hukum bagi para hakim,
terutama yang baru diangkat, untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang
mendalam tentang asas-asas hukum yang penting.

1. Program pelatihan berkelanjutan juga harus disediakan untuk hakim yang sudah
berpengalaman, guna memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan hukum
terbaru.”

2. penyediaan akses yang lebih baik terhadap sumber daya hukum sangat penting.
Pengadilan harus dilengkapi dengan perpustakaan hukum yang memadai dan akses ke basis
data hukum elektronik yang komprehensif. Dengan demikian, hakim dapat dengan mudah
menemukan dan mengakses hukum yang relevan untuk setiap kasus yang mereka tangani.

3. perlu ada upaya untuk mengurangi beban kerja hakim dengan menambah jumlah hakim
dan staf pendukung di pengadilan-pengadilan yang memiliki beban kasus tinggi. Ini akan
memberikan waktu yang lebih banyak bagi setiap hakim untuk melakukan penelitian hukum

4 Sari, I. P. (2020). Pengaruh Beban Kerja Hakim terhadap Penerapan Asas lus Curia Novit. Jurnal Hukum Indonesia,
8(3), 112-125.

5 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023). Pelatihan dan Pengembangan Hakim di Indonesia. Diakses dari
https://www.kemenkumham.go.id
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yang mendalam dan menerapkan hukum secara independen sesuai dengan asas lus Curia
Novit.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerapan asas lus Curia Novit dalam peradilan
perdata di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga keadilan substansial dapat tercapai secara
lebih konsisten dan merata di seluruh pengadilan.

Tantangan dalam Penerapan Asas /us Curia Novit

Penerapan asas lus Curia Novit dalam peradilan perdata di Indonesia menghadapi berbagai
tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya. Salah satu
tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang seragam tentang asas lus Curia Novit
di kalangan hakim. Asas ini, yang menekankan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum
dan harus menerapkannya dengan benar, memerlukan pemahaman mendalam dan seragam
agar dapat diterapkan secara efektif. Namun, dalam praktiknya, pemahaman tentang asas
ini bervariasi di antara hakim, tergantung pada latar belakang pendidikan, pengalaman, dan
interpretasi pribadi mereka terhadap hukum. Perbedaan ini dapat menyebabkan
inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak-pihak
yang terlibat dalam proses peradilan.

Selain itu, beban kerja yang tinggi merupakan tantangan signifikan lainnya yang dihadapi
oleh hakim di Indonesia. Sistem peradilan yang sering kali mengalami kekurangan sumber
daya manusia membuat hakim harus menangani banyak kasus dalam waktu yang terbatas.
Beban kerja yang berlebihan ini dapat mempengaruhi kemampuan hakim untuk melakukan
penelitian hukum yang mendalam dan mempertimbangkan semua aspek hukum yang
relevan dalam setiap kasus. Dalam situasi seperti ini, hakim mungkin tidak memiliki cukup
waktu untuk mengkaji secara rinci setiap argumen dan bukti yang diajukan oleh para pihak,
yang dapat mengarah pada keputusan yang kurang optimal dan kurang mencerminkan
penerapan asas lus Curia Novit secara tepat.®

Selain beban kerja yang tinggi, terbatasnya akses terhadap sumber daya hukum yang
berkualitas juga menjadi tantangan besar dalam penerapan asas lus Curia Novit. Di banyak
pengadilan, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, akses
terhadap literatur hukum, jurnal akademik, dan basis data hukum yang komprehensif sering
kali sangat terbatas. Hal ini membatasi kemampuan hakim untuk memperbarui pengetahuan
hukum mereka dan mengakses informasi yang diperlukan untuk mendukung penerapan
asas lus Curia Novit. Kurangnya akses terhadap sumber daya ini juga dapat menyebabkan
ketergantungan yang lebih besar pada argumen para pihak dan mengurangi independensi
hakim dalam menerapkan hukum.’

Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih sistematis dan
terkoordinasi untuk memperkuat penerapan asas lus Curia Novit di Indonesia. Salah satu
langkah penting adalah meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi hakim. Program
pelatihan yang berkelanjutan dan komprehensif dapat membantu meningkatkan
pemahaman hakim tentang asas ini dan cara penerapannya dalam berbagai konteks hukum.
Selain itu, diperlukan juga upaya untuk mengurangi beban kerja hakim melalui peningkatan

® Rachman, A. (2021). Perbedaan Interpretasi Hakim terhadap Asas lus Curia Novit. Jurnal Kajian Hukum, 9(2), 55-70.
7 Wibowo, D. (2022). Tantangan dalam Penerapan Asas lus Curia Novit di Pengadilan Indonesia. Jurnal Penelitian
Hukum, 13(1), 78-93.
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jumlah hakim dan staf pendukung, serta melalui penerapan teknologi informasi untuk
mempercepat proses administrasi peradilan.®

Untuk mengatasi masalah terbatasnya akses terhadap sumber daya hukum, perlu adanya
investasi dalam pengembangan infrastruktur hukum, termasuk perpustakaan digital dan
basis data hukum yang mudah diakses oleh semua hakim. Kerjasama dengan institusi
pendidikan dan lembaga penelitian juga dapat membantu menyediakan sumber daya dan
dukungan yang diperlukan untuk mendukung penelitian hukum yang mendalam. Selain itu,
sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa
hakim menerapkan asas lus Curia Novit secara konsisten dan sesuai dengan standar hukum
yang berlaku.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, penerapan asas lus Curia Novit dapat
diperkuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas peradilan perdata di Indonesia.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil oleh hakim tidak
hanya didasarkan pada argumen para pihak, tetapi juga mencerminkan penerapan hukum
yang tepat dan adil, sesuai dengan prinsip keadilan yang mendasari sistem peradilan.

Rekomendasi untuk Memperkuat Penerapan Asas /us Curia Novit
Untuk memperkuat penerapan asas lus Curia Novit dalam peradilan perdata di Indonesia,
langkah-langkah konkret diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi
hakim dalam menjalankan prinsip ini. Tiga rekomendasi utama yang diidentifikasi dalam
penelitian ini adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan, dukungan sumber daya hukum
yang memadai, serta pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat.’

Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan program pendidikan dan pelatihan bagi hakim adalah langkah fundamental
dalam memperkuat penerapan asas lus Curia Novit. Pendidikan yang berkualitas dan
berkelanjutan akan memastikan bahwa para hakim memiliki pemahaman yang mendalam
mengenai asas ini serta keterampilan yang diperlukan untuk menerapkannya dengan benar.
Saat ini, variasi pemahaman tentang asas lus Curia Novit di antara hakim Indonesia
menunjukkan perlunya kurikulum yang lebih terstruktur dan komprehensif dalam
pendidikan hukum. Program pendidikan formal di sekolah hukum harus lebih menekankan
pada prinsip-prinsip dasar hukum dan cara menerapkannya dalam berbagai situasi
peradilan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim yang sudah aktif bertugas juga
penting untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru dalam
hukum dan praktik peradilan.

Pelatihan ini dapat mencakup lokakarya, seminar, dan kursus khusus yang difokuskan pada
penerapan asas lus Curia Novit dalam konteks nyata. Misalnya, lokakarya yang memfasilitasi
diskusi kasus-kasus aktual di mana asas ini diterapkan dapat memberikan wawasan praktis
bagi hakim. Penggunaan simulasi pengadilan dan studi kasus dalam pelatihan juga akan

8 Mulyadi, R. (2019). Pemahaman Hakim terhadap Asas lus Curia Novit dalam Peradilan Perdata di Indonesia. Jurnal
llmu Hukum, 15(2), 45-60.

® Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). Evaluasi Kinerja Hakim dan Penerapan Asas lus Curia Novit. Diakses dari
https://www.komisiyudisial.go.id
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membantu hakim untuk mengasah keterampilan analitis dan interpretatif mereka. Selain itu,
kerjasama dengan lembaga pendidikan hukum internasional dapat membawa perspektif
baru dan teknik pelatihan yang lebih inovatif.

Dukungan Sumber Daya

Selain pendidikan dan pelatihan, menyediakan akses yang lebih baik terhadap sumber daya
hukum dan fasilitas penelitian bagi hakim merupakan langkah penting lainnya. Hakim
membutuhkan akses yang mudah dan cepat ke literatur hukum, putusan pengadilan
sebelumnya, jurnal hukum, dan sumber daya digital lainnya untuk mendukung penelitian
mereka. Keterbatasan akses terhadap sumber daya ini dapat menghambat kemampuan
hakim untuk menerapkan asas lus Curia Novit secara efektif.

Pemerintah dan lembaga peradilan harus berinvestasi dalam memperbarui perpustakaan
hukum dan mengembangkan platform digital yang menyediakan akses online ke berbagai
sumber daya hukum. Perpustakaan hukum di pengadilan harus dilengkapi dengan buku-
buku terbaru, jurnal, dan database elektronik yang lengkap. Selain itu, pengembangan portal
hukum yang dapat diakses oleh hakim dari berbagai daerah akan sangat membantu dalam
memastikan bahwa semua hakim memiliki akses yang sama terhadap informasi hukum yang
relevan. Fasilitas penelitian juga harus ditingkatkan dengan menyediakan staf pendukung
yang terlatih dan teknologi yang memadai untuk membantu hakim dalam melakukan
penelitian hukum yang mendalam.

Pengawasan dan Evaluasi

Langkah ketiga yang sangat penting adalah menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi
yang lebih ketat untuk memastikan penerapan asas lus Curia Novit secara konsisten di
seluruh pengadilan. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa hakim menjalankan
tugas mereka sesuai dengan prinsip ini dan tidak hanya bergantung pada argumen yang
disampaikan oleh para pihak. Evaluasi berkala terhadap putusan-putusan pengadilan dapat
membantu mengidentifikasi sejauh mana asas lus Curia Novit diterapkan dan menemukan
area yang memerlukan perbaikan.

Untuk mewujudkan ini, lembaga peradilan dapat membentuk tim pengawas khusus yang
bertugas untuk meninjau dan mengevaluasi putusan-putusan pengadilan secara acak.
Laporan evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk memberikan umpan balik konstruktif
kepada hakim dan sebagai bahan untuk pelatihan lebih lanjut. Selain itu, sistem evaluasi
kinerja hakim yang transparan dan berbasis pada penerapan prinsip-prinsip hukum yang
benar akan mendorong para hakim untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan
tugas mereka. Sistem penghargaan dan sanksi yang adil juga dapat diterapkan untuk
mendorong penerapan yang lebih baik dari asas lus Curia Novit.™°

Secara keseluruhan, kombinasi dari peningkatan pendidikan dan pelatihan, dukungan
sumber daya yang memadai, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat akan memberikan
landasan yang kuat untuk memperkuat penerapan asas lus Curia Novit di Indonesia. Dengan

0 Hukum Online. (2023). Peran Teknologi dalam Mendukung Kinerja Hakim. Diakses dari
https://www.hukumonline.com
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langkah-langkah ini, diharapkan para hakim dapat lebih mandiri dan akurat dalam
menerapkan hukum, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif dan konsisten
di seluruh peradilan perdata di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penerapan asas "lus Curia Novit" dalam praktik peradilan perdata di Indonesia menunjukkan
variasi yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan hukum,
pengalaman, dan interpretasi pribadi hakim. Beberapa hakim menunjukkan pemahaman
yang mendalam dan komitmen tinggi dalam menerapkan asas ini dengan melakukan
penelitian hukum yang mendalam dan independen. Mereka melihat asas ini sebagai fondasi
untuk memastikan keadilan substansial tercapai, bahkan ketika hukum yang relevan tidak
disampaikan oleh para pihak yang bersengketa. Namun, ada juga hakim yang lebih
cenderung pasif, bergantung pada argumen para pihak, dan mungkin tidak aktif dalam
mencari hukum yang berlaku.
Tantangan utama dalam penerapan asas "lus Curia Novit" termasuk kurangnya pemahaman
seragam di antara hakim, beban kerja yang tinggi, terbatasnya akses terhadap sumber daya
hukum yang berkualitas, serta interpretasi yang beragam terhadap asas ini. Untuk mengatasi
tantangan ini, beberapa rekomendasi strategis telah diajukan. Pertama, diperlukan
peningkatan dalam pendidikan dan pelatihan hukum bagi hakim, baik yang baru maupun
yang sudah berpengalaman, guna memastikan pemahaman yang mendalam tentang asas
"lus Curia Novit" dan penerapannya yang konsisten. Program pelatihan yang komprehensif
dan berkelanjutan harus disediakan untuk mengatasi disparitas dalam pengetahuan hukum
di antara hakim.
Kedua, dukungan sumber daya hukum yang memadai sangat penting. Perpustakaan hukum
yang lengkap dan akses yang mudah ke basis data hukum digital akan membantu hakim
dalam melakukan penelitian hukum yang diperlukan untuk menerapkan asas ini dengan
efektif. Investasi dalam teknologi informasi juga diperlukan untuk meningkatkan akses dan
efisiensi dalam penelitian hukum.
Ketiga, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan konsistensi
dalam penerapan asas "lus Curia Novit" di seluruh pengadilan. Sistem evaluasi yang
transparan dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang benar akan mendorong
akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugas mereka dengan baik.
Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan penerapan asas
"lus Curia Novit" dapat diperkuat dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Hal ini akan
membantu meningkatkan kualitas keputusan hukum yang dihasilkan, serta memastikan
bahwa keadilan substansial dapat tercapai secara lebih konsisten dan merata di seluruh
pengadilan. Langkah-langkah ini bukan hanya memperkuat independensi hakim dalam
pengambilan keputusan, tetapi juga memperkokoh integritas dan efisiensi sistem peradilan
secara keseluruhan.
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Saran

1. Peningkatan Pendidikan Hukum dengan Mendorong program pendidikan hukum yang
lebih mendalam tentang asas "lus Curia Novit" di sekolah-sekolah hukum untuk memastikan
pemahaman yang seragam di antara hakim baru.

2. Pelatihan Berkelanjutan dengan Menyediakan pelatihan rutin dan berkelanjutan bagi
hakim yang sudah aktif bertugas untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang
perkembangan hukum dan praktik peradilan.

3. Pengembangan Modul Pelatihan Khusus dengan Mengembangkan modul pelatihan
khusus yang fokus pada penerapan asas "lus Curia Novit" dalam situasi peradilan yang
berbeda, termasuk lokakarya dan studi kasus.

4. Dukungan Teknologi Informasi dengan Investasi dalam teknologi informasi untuk
menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat ke basis data hukum, perpustakaan digital,
dan sumber daya hukum lainnya bagi hakim.

5. Peningkatan Fasilitas Penelitian dengan Memperbarui fasilitas penelitian di pengadilan
dengan staf pendukung yang terlatih dan teknologi yang memadai untuk mendukung hakim
dalam melakukan penelitian hukum yang mendalam.

6. Peningkatan Akses Sumber Daya Hukum dengan Memastikan semua pengadilan
dilengkapi dengan perpustakaan hukum yang lengkap dan up-to-date serta akses ke basis
data hukum elektronik yang komprehensif.

7. Tim Pengawas Khusus dengan Pembentukan tim pengawas khusus yang bertugas untuk
mengevaluasi konsistensi penerapan asas "lus Curia Novit" dan memberikan umpan balik
kepada hakim.

8. Evaluasi Berkala dengan Melakukan evaluasi berkala terhadap putusan-putusan
pengadilan untuk memastikan bahwa asas "lus Curia Novit" diterapkan secara efektif dan
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

9. Transparansi dan Akuntabilitas dengan Mendorong sistem evaluasi kinerja hakim yang
transparan dan berbasis pada penerapan prinsip-prinsip hukum yang benar untuk
meningkatkan akuntabilitas dalam menjalankan tugas mereka.

10. Kerjasama Internasional dengan Memperluas kerjasama dengan lembaga pendidikan
hukum internasional untuk memperoleh perspektif baru dan teknik pelatihan yang lebih
inovatif dalam penerapan asas "lus Curia Novit".
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